BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Dimasa sekarang, instansi pemberi layanan berlomba-lomba melakukan
mnovasi atas layanan yang diberikan kepada masyarakat, walaupun sudah berusaha
maksimal ternyata tidak semua layanan yang diberikan seluruhnya memuaskan

masyarakat. d = W i kbt n tata kelola

kepemerintahan yaratkan adanya
akuntabilitas,  tre i 3 % : af@ sctiap proses
terjadinya  kebij: i engan d§misasi  teknologi
informasi  dan asyarakat untuk
mendapatkan 1 n cepat. Dengan
keadaan terseb pada masyarakat
untuk  memberiK An  yang sangat
diperlukan serta hgan adanya UU

pemerintah  diamanatkan untuk membuka nformasi terkait penyelenggaraan

pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan mformasi publk adalah
mformasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara yaitu penyelenggaraan

negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-



Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Informasi menjadi kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan
lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional
Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan
keterbukaan informasi publk merupakan salah satu ciri penting negara demokratis
yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan

negara yang baik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

menyediakan ak: ebagaimana yang

faktor yang da aruhi ke b - i kebjakan yaitu
Faktor Komunik rasi sudah cukup
terpenuhi dengan umber daya yaitu
kurangnya jumlah K clayagans Rforma ¥ yang merupakan
mplementor dalam kebiakan belum terpenuhinya fasilitas
penunjang seperti kamera profesional Meskipun jumlah staf yang kurang
memadai, implementor memiliki keahlian dalam menjalankan kebijakan tersebut
yaitu mampu mengoperasikan website dan juga media sosial sebagai sarana

menyebarluaskan informasi publik. Hal tersebut menjadi salah satu penunjang

keberhasilan mmplementasi kebijakan yang djalankan.



Perlunya informasi dan komunikasi merupakan hasil pengelolaan data
sehingga menjadi bentuk bagi penerimanya dan  mempunyai kegunaan sebagai
dasar dalam pengambilan keputusan. Untuk memperoleh informasi diperlukan
adanya data yang akan diolah dunit pengelolaan transformasi data menjadi
mformasi  sehingga diperoleh suatu keputusan yang benar didasarkan pada
mformasi yang benar dan berdasarkan pada data yang akurat. Masalah utama dari

suatu informasi adalah konsistensi dari suatu data.

Menurut ang kita ketahui

bahwa tindak Ia arkan syarat dan
ketentuan. Ketenjul dan mutlak agar
at dan ketentuan
gan orang lebih
menjerat dirnya
dengan pasal d4 (UU IT) karena

telah melakukan finsi tersebut atau

bersikap dalam me¥ ga masyarakat.

Kita harus memahami apa akan syarat serta ketentuan dalam
pengaduan. Secara umum pengertian syarat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
yaitu segala sesuatu yang perlu atau harus ada. Pengertian ketentuan dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang sudah tentu atau yang telah

ditentukan. Terkait tentang syarat dan ketentuan dalam suatu laporan pengaduan,

dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu syarat formil dan materil. Syarat formil



yaitu syarat berupa identitas diri dan syarat materil yaitu syarat terkait subtansi

yang dilaporkan.

Layanan pengaduan disebuah mtansi layanan publik sering kali gagal atau
tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi salah satu persyaratan tersebut
baik syarat formil maupun syarat materil, ataupun karena tidak memenuhi kedua
persyaratan tersebut, karena surat yang dikirimkan hanya surat berisi aduan tanpa

identitas atau alamat (surat kaleng

Pengadua etk p=kompofifn penting dalam
formula  peningk layanan  publik.
Pengaduvan ma DENANga gflcaduan.  Elemen
penanganan peng umber atau asal

pengaduan, isi pglies gaduan; engaduan, umpan

balik; laporan pejidagananepeis C Vales, 2010).

Pengadua munculnya

penyimpangan ya . Pengaduan atau
keluhan yang datds " K eSuaian harapan dan
kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat menjadi sebuah tantangan bagi
pelaksana organisasi untuk dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan
harapan masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya pelaksana organisasi
publik harus mempunyai sistem yang tepat dan akurat dalam menangani keluhan

yang disampaikan oleh masyarakat dalam menerima suatu pelayanan, demi

terciptanya kualitas serta kepuasan yang baik dari masyarakat.



Maka dari itu perlu adanya suatu sarana pengaduan disetiap kelurahan
untuk mendapatkan pengaduan dari pengadu ataupun penerima pelayanan tentang
persyaratan yang ingin masyarakat ajukan, dalam mengelola pengaduan dilihat
dari SOP (Standard Operating Procedure) pelayanan publik itu sendiri. Untuk
meningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penyelesaian
pengaduan yang cepat dari penyedia layanan dalam hal ini intansi pemerintahan
baik dipusat maupun didaerah. Segala bentuk kritk maupun aduan yang

disampaikan magyprreen 10 Ansit Merupala h koreksi untuk

pemerintahan. O berbasis website
yaitu “Sistem I IMPeL). SIMPeL
digunakan untuk
laporan masyarakat yang mast#
perwakilan. Ombudsman Republik Indonesia melakukan proses adaptasi terhadap
gelombang disrupsi informasi akibat industrialisasi 4.0 i salah satunya dengan
membangun sebuah sistem informasi manajemen penyelesaian laporan bernama
SIMPeL. Sistem nformasi ini dirintis sejak tahun 2014, merupakan digitalisasi
manajemen penyelesaian laporan, termasuk di dalamnya untuk data base dan

sarana komunikasi dengan pelapor. Aplikasi SIMPeL i pada dasarnya adalah



mstrumen pimpinan Ombudsman RI untuk melakukan transformasi budaya paper

menjadi budaya paperless melalui sistem digital.
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Dari data dijelaskan bahwa
banyaknya intens BT 10 aka 9 ingga sulit untuk
dikelola secara manua K2 aomyd aplikasi SIMPeL dapat
dengan cepat memproses pengaduan masyarakat di Kantor Ombudsman RI

Perwakilan Provinsi SUMBAR.

Salah satu kegiatan di Kantor Ombudsman yang memerlukan pengelolaan
mformasi publik dan pengaduan masyarakat adalah kegiatan pengaduan yang
disampaikan oleh masyarakat dengan menggunakan aplikasi yaitu SIMPeL.

Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang ‘“Pengelolaan



Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat pada Aplikasi SIMPeL Di

Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah

yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat pada

Aplikasi STMdRe laiaend’TOVINST Sumatera

Barat?

2. Apa saja asi Publik dan
Pengaduan Ombudsman RI
Perwakilan

3. Bagaimana PBplusi dari kendala elolaan  Informasi

Publik dan PelL. Di Kantor

Ombudsman

1.3 Tujuan Pe

Berdasarkan rumusan masalz #ka tujuan dari magang ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Informasi Publik dan Pengaduan
Masyarakat pada Aplikasi SIMPeL Di Kantor RI Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang terjadi pada Pengelolaan Informasi
Publik dan Pengaduan Masyarakat pada Aplikasi SIMPeL Di Kantor RI

Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.



3. Untuk mengetahui solusi dari kendala yang terjadi pada Pengelolaan
Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat pada Aplikasi SIMPeL Di

Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Sehubung dengan kegiatan magang yang penulis lakukan diharapkan bisa

mendapatkan manfaat yaitu:

didapatkan
3. Meningkatk i indq¥ dan sosialisasi
dengan pedpf

4, Menamba asi Publk dan

Pengaduan Ombudsman RI

Perwakilan

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian i penulis mengumpulkan data dengan menggunakan

teknik sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan
Metode i dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan
bacaan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

2. Studi Lapangan



Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung di
kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait atau
melakukan tanya jawab dengan pegawai instansi, guna mendapatkan data
yang diperfukan serta mempelajari dan menganalisa data yang berkaitan

dengan objek penulisan.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

nggal 1 Februari

akan Di Kantor



1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Dari perumusan masalah yang sudah diwraikan, penulis memandang
bahwa wuntuk memudahkan pengelolaan Informasi Publk dan Pengaduan
Masyarakat Di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
adalah dengan menggunakan Aplikasi SIMPeL yang akan mempermudah dalam

pengelolaan pencatatan laporan.

1.8 Sistematika Pe nyhis®

Secara gj

bab, masing- masijg

Bab pendghuluan terdirt " dari g latar belakang
masalah, ah, _tujua ) lang, tempat dan

penulisan

Bab landas ‘ AS-ENceRdr Doy iormasi Publik dan
Pengaduan Masyarakat gudsman RI secara umum dan
pengelolaan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat Di Kantor
Ombudsman RI  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat dengan

menggunakan aplikasi SIMPeL.
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BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab mi menerangkan profil lembaga meliputi Sejarah, Visi dan Misi,
Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi pada Kantor Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab i merupakan uraian dan pembahasan lanjutan mengenai hasil

kegiatan magang mengenai “Pengelolaan Informasi Publik dan Pengaduan

Masyarak Cl i pan - RF1Pery rovinsi Sumatera
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